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Abstrak 

Transformasi sistem pembayaran yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan 

bersama dengan Bank BPD Bali dalam pemungutan retribusi pasar secara digital dengan konsep Bank Saving 

Account yang diaktifkan dengan nomor telephone pedagang. Digitalisasi pemungutan retribusi pasar dengan 

menggunakan mesin Electronic Data Capture (EDC) dan barcode dalam pungutan diyakini dapat menimimalisir 

penyimpangan sehingga akan tercipta pemungutan yang efektif, efisien, akuntabel serta transparan. Namun dalam 

penerapannya dalam tiga tahun diterapkan, Pasar Kediri memiliki realisasi pengguna e-retribusi hanya 20% dari 

keseluruhan wajib retribusi pasar. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat bagaimana pengelolaan 

manajemen strategi dalam perumusan strategi yang digunakan hingga tahap implementasi. Pengkajian masalah 

menggunakan indikator Teori Manajemen Strategi dari Wheelen dan Hunger (2003). Metode penelitian yang 

digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik penentuan informan menggunakan purposive 

sampling. Sumber data penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan 

observasi, wawancara, observasu dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis SWOT. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-retribusi di Pasar Tabanan telah melakukan tahapan manajemen 

strategi dalqm meningkatkan penerimaan e-retribusi pasar dengan melakukan sosialisasi terhadap pedagang, 

bimbingan teknis terhadap petugas pasar dan juga pemberian surplus berupa sembako bagi pedagang yang taat 

membayar secara digital. Namun strategi tersebut dapat dikembangkan kembali guna mencapai target yang telah 

ditentukan. 

Kata Kunci: manajemen strategi; digitalisasi pasar; e-retribusi pasar; 

ABSTRACT 

The transformation of the payment system carried out by the Tabanan Regency Industry and Trade Office together 

with Bank BPD Bali in collecting the market levy digitally with the concept of Bank Saving Account which is 

activated with the merchant telephone number. Digitization of market levy collection by using Electronic Data 

Capture (EDC) machines and barcodes in levies is believed to be able to minimize irregularities so that it will 

create effective, efficient, accountable and transparent collection. However, in its application in three years of 

implementation, Kediri Market has the realization of e-retribution users only 20% of the total mandatory market 

levy. This research was carried out with the aim of seeing how the management of strategy management in the 

formulation of the strategy used to the implementation stage. Assessment of the problem using Strategy 

Management Theory indicators from Wheelen and Hunger (2003). The research method used is qualitative with 

a descriptive approach. Informant determination technique using purposive sampling. The source of this research 

data comes from primary and secondary data. Data collection is carried out by observation, interview, 

observation and documentation which is then analyzed with SWOT analysis techniques. The results of the study 

show that the application of e-retribution in Tabanan Market has carried out the stages of strategy management 

to increase market e-retribution acceptance by socializing traders, technical guidance to market officers and also 

providing surpluses in the form of basic food for traders who obey to pay digitally. However, the strategy can be 

redeveloped to achieve the predetermined target. 

Keywords: strategy management; market digitization; market e-retribution; 

 

1. Pendahuluan 

Otonomi daerah merepresentasikan transformasi struktur bernegara dari konsep sentralistik menuju kearah konsep 

desentralistik, dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola dan memelihara rumah tangga 

daerah dan meminimalisir intervensi dari pemerintah pusat (Cahyono, 2018). Menurut Kaho dalam Irma Suryani 
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(2009), keuangan utama yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menciptakan pelaksanaan 

otonomi yang sehat. PAD merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan berlandaskan 

peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk membiayai pelaksanaan otonomi sesuai 

dengan potensi yang dimiliki. Hal tersebut menyiratkan bahwa otonomi daerah memberikan rangsangan terhadap 

daerah agar berupaya mengeksplorasi sumber keuangan asli daerah yang tersedia. Sebab penyelenggaraan 

otonomi daerah memiliki fokus dalam memajukan pelayanan publik (public service) dan perekonomian daerah 

yang pada dasarnya memiliki tiga target utama yaitu memberikan pelayanan publik dengan kualitas dan kuantitas 

yang meningkat, pengelolaan sumber daya daerah yang efisien dan efektif, serta meningkatkan partisipasi 

pembangunan oleh masyarakat melalui pemberdayaan dan penciptaan ruang. 

Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah dan aparaturnya dalam mencukupi pelayanan terhadap 

masyarakat, yang berfokus pada kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Pelaksanaan pelayanan publik wajib 

dilakukan berlandaskan peraturan yang berlaku dan dikelola dengan baik untuk mensejahterakan kehidupan 

masyarakat. Sejalan dengan pertumbuhan teknologi, informasi dan komunikasi telah mempengaruhi ke seluruh 

lini kehidupan, tak terkecuali penyelenggaraan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Perkembangan 

menimbulkan desakan dari masyarakat terhadap pelayanan publik yang kian efisien, efektif dalam proses 

pemberian layanan, kemudahan askes pelayanan publik hingga peningkatan ekonomi, menghadapi itu 

transformasi digital merupakan salah satu solusi pemecahan tantangan tersebut (Heavin dan Power, 2018). 

Transformasi digital menurut McGrath dan Maiye (dalam Putri dan Hariyanti, 2022:145), mengartikan pembauran 

teknologi digital kedalam segala dimensi dan aktivitas organisasi, yang nantinya akan mengarah pada alih bentuk 

infrastruktur dalam cara organisasi dijalankan dan bernilai terhadap pelanggannya.  

Keterkaitannya dengan pelayanan publik, apabila dihubungkan yaitu menciptakan pelayanan publik berbasis 

digital yang berarti pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi saat pelaksanaan pelayanan terhadap 

masyarakat, yang mempengaruhi cara aparatur memberikan pelayanan dan memberikan nilai terhadap 

masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital, dapat dilakukan dengan menggali sumber 

potensi pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan melalui dua sumber yaitu pajak daerah dan pembebanan 

terhadap masyarakat pengguna layanan atau retribusi daerah. Pemungutan pajak atau retribusi dapat dibayarkan 

secara digital guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pengelolaan penerimaan. Bukti nyata transformasi 

digital pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari penerapan pembayaran 

retribusi pasar berbasis elektronik atau e-retribusi pelayanan pasar. Retribusi pelayanan pasar merupakan suatu 

pungutan uang yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pasar seperti 

tempat berjualan yang disediakan oleh pemerintah.  

Digitalisasi sistem pembayaran retribusi pasar akan memberikan dampak positif baik dari segi efisiensi, 

efektifitas, akuntabilitas hingga transparansi keuangan yang dipungut oleh petugas lapangan. Berdasarkan 

pernyataan yang dikeluarkan oleh Bapak Jerry Sambuaga selaku Wakil Menteri Perdagangan pada 19 Oktober 

2023 yang diakses pada berita Kementerian Perdagangan RI, menyebutkan bahwa per bulan Agustus 2023 pasar 

rakyat yang telah digitalisasikan tercatat sudah mecapai total sebanyak 4.858 dan pedagang pasar rakyat sebanyak 

271.966 dan tentunya angka ini akan terus bertambah seiring dengan manfaat yang dirasakan dengan pemanfaatan 

digitalisasi pasar. Berdasarkan pernyataan diatas, menunjukkan bahwa digitalisasi pasar rakyat merupakan 

konsentrasi nasional sebagai upaya dalam memberdayakan peningkatan kualitas pengelolaan pasar tradisional. 

Hal ini sesuai dengan arah transformasi ekonomi Bali dengan tujuan untuk menemukan keseimbangan baru yaitu 

eksplorasi sumber potensi yang dimiliki berupa digital payment, pertanian modern, industri kreatif, refocusing 

pariwisata dan pendidikan sehingga tidak hanya berfokus terhadap pariwisata. 

Sebagai bentuk kontribusi terhadap trasformasi yang ada, Kabupaten Tabanan merupakan satu diantara kabupaten 

lainnya yang telah mengadopsi sistem pembayaran retribusi pelayanan pasar berbasis digital atau e-retribusi 

pelayanan pasar. Sebagai kabupaten kedua terbesar di Provinsi Bali, Kabupaten Tabanan memiliki sektor 

pertanian sebagai sektor terbesar yaitu 21,63%. Melihat tingginya sektor pertanian, menjadi penting untuk 

memperhatikan dan mengembangkan keberadaan pasar rakyat dengan fungsinya sebagai wadah aktivitas jual beli 

dalam memaksimalkan hasil bumi yang dikelola oleh petani dan lainnya. Pasar rakyat yang terdapat di Kabupaten 

Tabanan berjumlah empat belas pasar yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) 

Kabupaten Tabanan, dengan tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dibidang pelayanan pasar. 

Pelayanan pasar yang diberikan berupa penyediaan pelayanan dan prasarana pasar rakyat berupa pedasaran, los, 

kios dan toko yang secara spesifik diadakan untuk pedagang.  
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Timbal balik atas fasilitas yang disediakan, pedagang atau wajib retribusi memiliki kewajiban untuk melakukan 

pembayaran retribusi pelayanan pasar. Dasar hukum penerapan retribusi atas pelayanan pasar di Kabupaten 

Tabanan tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Dalam peraturan daerah tersebut 

memuat sistem pembayaran retribusi pelayanan pasar yang dipungut secara konvensional dan non tunai. Sistem 

pembayaran konvensional ini merupakan sistem pembayaran yang telah digunakan sejak dulu, namun dalam 

pemungutannya belum dapat mencapai target yang telah ditentukan. Sebagai upaya meminimalisir terjadinya 

penyimpangan penerimaan serta memaksimalkan PAD yang bersumber dari pasar, pada tahun 2017 telah 

dilakukan uji coba terkait dengan sistem pembayaran secara non tunai dengan menggunakan mesin tapping. 

Pasar Rakyat Kediri merupakan pilot project dari e-retribusi pelayanan pasar Kabupaten Tabanan, namun 

ditemukan kendala pada sistem yang belum maksimal serta kesalahan administrasi, sehingga mesin dikembalikan 

kepada rekanan. Kemudian seiring perkembangan dan penyesuaian yang dilakukan bersama Bank Pembangunan 

Daerah Bali, sistem pembayaran retribusi pelayanan pasar secara non tunai mulai dilakukan pendataan pedagang 

di tahun 2020 serta realisasi pemungutan e-retribusi pelayanan pasar dimulai pada tahun 2021. Data realisasi 

penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Tabanan dari tahun 2020 sampai tahun 2022 adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2022 (Rupiah) 

Tahun Target Realisasi Persentase 

2020 4.387.703.000 3.924.878.801 89% 

2021 6.250.000.000 4.405.471.540 70% 

2022 6.250.000.000 4.305.917.185 69% 

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan 

Berdasarkan data diatas, terlihat realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Tabanan belum 

dapat terpenuhi bahkan cenderung mengalami penurunan apabila dilihat dari persentase realisasinya. Dimana pada 

tahun 2020 terjadi penyesuaian target penerimaan retribusi pelayanan pasar, yang didasarkan pada efek 

merebaknya wabah COVID-19 yang menimbulkan pembatasan aktivitas pedagang di pasar. Namun target 

penerimaan hanya mampu tersealisasi sebesar 89%. Kemudian di tahun 2021 merangkak dari kondisi COVID-

19, mulai dipergunakan sistem pembayaran non tunai dengan target penerimaan kembali disesuaikan. Namun 

realisasi hanya mampu mencapai 70% dan mengalami penurunan penerimaan di tahun 2022 sebesar 1% dengan 

capaian realisasi 69% dari target yang sama dengan tahun sebelumnya. 

Penentuan target penerimaan retribusi pelayaan pasar didasarkan atas potensi pasar, yang diperoleh melalui 

perhitungan antara jumlah fasilitas, jenis dan besaran tarif retribusi pelayanan pasar yang tercantum dalam 

Peraturan Bupati Tabanan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar di 

Kabupaten Tabanan. Potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar yang dimiliki Kabupaten Tabanan terus 

mengalami pertumbuhan dari tahun 2020. Adapun Pasar Kediri sebagai pasar yang memiliki potensi penerimaan 

retribusi pelayanan pasar terbesar nomor dua setelah Pasar Tabanan, dengan potensi di tahun 2022 sekitar satu 

miliar. Pasar Kediri menjadi salah satu dari empat pasar sebagai pilot project dalam melaksanakan e-retribusi 

pelayanan pasar yaitu Pasar Kediri, Pasar Candikuning, Pasar Pupuan dan Pasar Sayur Baturiti. Namun pasar 

Sayur Baturiti saat ini telah dihibahkan kepada desa adat. Serta mengalami perkembangan hingga saat ini telah 

bertambah menjadi delapan pasar dengan tambahan pasar yaitu Pasar Pupuan, Pasar Bajera, Pasar Kerambitan, 

Pasar Marga dan Pasar Baturiti. Masing-masing jumlah pedagang yang telah menggunakan e-retribusi pelayanan 

pasar, sebagai berikut: 

Tabel 1. Jumlah Pedagang dan Sistem Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Tabanan Tahun 2023 

No Nama Pasar Sistem Pembayaran Total Realisasi 

Konvensional Non Tunai 

1. Pupuan 191 125 316 40% 

2. Candikuning 126 42 168 25% 

3. Kediri 565 144 709 20% 

4. Penebel  101 43 114 38% 

5. Marga 166 58 224 26% 

6. Bajera 317 102 419 24% 

7. Kerambitan 149 35 184 19% 
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8. Baturiti 255 15 270 6% 

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan 

Berdasarkan data diatas, terlihat dari tiga pasar rakyat sebagai pilot project yang telah menggunakan pembayaran 

secara non tunai, terjadi realisasi yang rendah pada Pasar Kediri yaitu sebesar 20%, dengan 565 pedagang yang 

masih menggunakan sistem pembayaran retribusi pelayanan pasar secara konvensional dan 144 diantaranya telah 

menggunakan non tunai. Hal ini lebih kecil jika dibandingkan dengan dua pasar pilot project lainnya yaitu Pasar 

Pupuan dengan persentase realisasi 40% serta Pasar Candikuning dengan persentase realisasi 25% pedagang yang 

telah menerapkan e-retribusi pelayanan pasar. Rendahnya realisasi tersebut tentunya berpengaruh terhadap 

capaian realisasi penerimaan e-retribusi pelayanan Pasar Kediri yang ditunjukkan sebagai berikut: 

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Kediri Tahun 2021-2022 

Tahun Target (Rupiah) Realisasi (Rupiah) Total (Rupiah) 

Konvensional Non Tunai Piutang 

2021 1.072.270.740 911.198.485 23.046.025 30.429.175 964.673.685 

2022 1072.270.740 842.181.585 29.476.000 26.205.550 897.863.135 

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan 

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa setelah diterapkannya sistem pembayaran e-retribusi pelayanan 

pasar, realisasi pendapatan retribusi pelayanan pasar di Pasar Kediri belum dapat memenuhi target, bahkan 

mengalami penurunan. Terjadi gap antara penggunaan sistem pembayaran secara konvensional dan non tunai. 

Hal ini disebabkan oleh tingkat pengguna e-retribusi pelayanan pasar yang masih rendah, dimana pada tahun 2021 

e-retribusi pelayanan pasar hanya dapat berkontibusi sebesar 2,4% dan pada tahun 2022 sebesar 3,3%. Dimana 

pendapatan secara non tunai ini dapat dikatakan belum mengalami perkembangan yang berarti. 

Melihat ketimpangan yang terjadi antara pembayaran secara non tunai dan konvensional, tentunya perlu untuk 

melihat strategi yang dirancang dalam pelaksanaan e-retribusi pelayanan pasar. Strategi merupakan perencanaan 

yang dapat dilakukan oleh organisasi guna mencapai sasaran yang telah ditentukan, dengan berdasarkan atas 

identifikasi masalah, analisis lingkungan untuk mengetahui penyebab terjadinya permasalahan, sehingga dapat 

dilakukan perumusan strategi yang alternatif sesuai dengan misi organisasi, dan kemudian kembali dilakukan 

evaluasi untuk melihat bagaimana efektivitas strategi tersebut. Strategi menjadi penting dalam pemenuhan target 

organisasi, sebab apabila salah satu strategi kurang atau belum dijalankan dengan baik maka akan mengganggu 

pelaksanaan strategi lainnya yang berdampak belum optimalnya pecapaian. Dalam hubungannya dengan 

penerimaan e-retribusi pelayanan Pasar Kediri, strategi memiliki peranan yang mampu mengubah pola pedagang 

yang selama bertahun-tahun terbiasa melakukan pembayaran secara konvensional menjadi pegadang modern 

dengan sistem pembayaran non tunai, sehingga jumlah pedagang di Pasar Kediri secara keseluruhan dapat 

mengadopsi pembayaran e-retribusi pelayanan pasar. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan staff bidang perdagangan pada 06 Desember 2023, terdapat 

beberapa strategi yang dirancang oleh Disperindag Kabupaten Tabanan yaitu melalui sosialisasi, bimbingan teknis 

terhadap petugas lapangan serta memberikan stimulus terhadap pedagang. Tetapi dalam kenyataannya strategi 

tersebut masih mengalami hambatan diantaranya: Pertama, kurangnya pemahaman pedagang mengenai sistem 

pembayaran e-retribusi pelayanan pasar yang disebabkan oleh sosialisasi yang belum merata dan hanya dilakukan 

diawal. Kedua, kesulitan pendataan yang disebabkan oleh pedagang berumur yang tidak membawa ponsel, 

sehingga menghambat pendataan untuk penerbitan kartu. Ketiga, stimulus yang diberikan belum secara maksimal 

berdampak terhadap peningkatan jumlah wajib retribusi secara digital. Kurang optimalnya penerapan strategi 

tersebut menimbulkan fenomena yaitu tingkat penggunaan sistem pembayaran e-retribusi pelayanan pasar di 

Pasar Kediri yang masih rendah. 

Ketimpangan yang terjadi antara penggunaan pembayaran secara konvensional dan non tunai dapat mengancam 

tujuan e-retribusi pelayanan pasar dan berdampak terhadap penerimaan realisasi e-retribusi pelayanan pasar yang 

tidak sebanding dengan pembayaran secara konvensional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

memberikan rekomendasi sebagai upaya penyempurnaan strategi peningkatan penerimaan retribusi non tunai (e-

retribusi) pelayanan pasar di Pasar Kediri Kabupaten Tabanan. 

Retribusi pelayanan pasar termasuk kedalam retribusi jasa umum, yang memiliki makna sebagai pembayaran 

yang didasarkan atas penyediaan fasilitas berbentuk kios, los atau pedasaran untuk pedagang pasar tradisional 

yang dikelola oleh pemerintah daerah (Handayani, 2017). Retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu sumber 
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PAD yang bersumber dari masyarakat terkhusus pedagang. Objek retribusi pelayanan pasar berupa penyediaan 

tempat berjualan berupa kios, los dan pelataran, dengan subjek dari retribusi pelayanan pasar merupakan 

masyarakat yang secara khusus memanfaatkan fasilitas pasar yang dalam hal ini disebut pedagang. Hal ini termuat 

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan No. 1 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 

2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi pelayanan pasar merupakan pembayaran atas 

pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, los, kios, yang 

dikelola Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang, dikecualikan dari objek retribusi yaitu 

pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. Beranjak dari definisi diatas dapat 

artikan bahwa retribusi pelayanan pasar merupakan tagihan yang dibebankan kepada masyarakat terkhusus 

pedagang sebagai akibat pemanfaatan prasarana pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah.  

Adanya perkembangan teknologi secara menyeluruh memberikan tuntutan yang tidak dapat dipungkiri oleh 

pemerintah dalam penyediaan informasi serta pemberian layanan terhadap masyarakat. Saat ini salah satu 

tantangan yang dihadapi yaitu pemberian pelayanan yang mudah dan cepat, dengan mengutamakan efisiensi, 

efektivitas, akuntabilitas serta transparansi para aparatur dalam melaksanakan proses pemerintahan. Untuk 

mengatasi hal tersebut, pemerintah dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan yang ada, dengan mengadopsi 

teknologi digital yang tersedia melalui penciptaan inovasi-inovasi yang mampu meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan pemerintahan atau dikenal dengan digital government. Menurut Bahtiar,dkk. (2021), digital 

government merupakan pengaplikasian teknologi, informasi dan komunikasi secara general dan terkhusus dengan 

mengaplikasikan teknologi elektronik, yang dipergunakan sebagai alat promosi dan pendorong bagi pemerintahan 

yang lebih efisien dalam hal operasional dan menekan biaya, memberikan fasilitas yang nyaman bagi masyarakat 

dan pelaku bisnis, mengembangkan pembangunan ekonomi, meningkatkan perluasan akses publik dalam 

memperoleh informasi dan menciptakan pemerintah akuntabel terhadap warganya. Digital government secara 

awam dapat berupa pelaksanaan layanan berbasis elektronik, demokrasi elektronik dan motivasi digital guna 

formulasi dan proses kebijakan (Asgarkhani, 2005). 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dari Dewan Strategi Pemerintah Digital 

dalam Bahtiar, dkk. (2021), merekomendasikan definisi digital government sebagai pemakaian teknologi digital 

merupakan salah satu susunan dari strategi modernisasi pemerintah sehingga terciptanya kebermanfaatan bagi 

publik. Hal ini bergantung terhadap hubungan organisasi dengan keberagaman lingkungan digital government 

yang meliputi pemerintah, organisasi swasta, bisnis, perkumpulan masyarakat dan individu yang menunjang 

produksi dan capaian ke data, layanan dan konten melalui hubungan dengan pemerintah (OECD & IDB, 2016).  

Perubahan lingkungan menjadikan pemahaman terkait manajemen strategi sangat penting dalam menunjang 

kinerja bisnis yang efektif. Manajemen stratejik merupakan sekumpulan ketetapan dan perbuatan fundamental 

yang dibentuk oleh manajemen puncak dan dilaksanakan oleh semua anggota organisasi sebagai upaya mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan (Sondang P. Siagian, 2004: 15). Secara luas pada manajemen organisasi dan secara 

khusus pada manajemen organisasi bisnis, strategi merupakan rancangan cakupan luas yang memusatkan capaian 

masa depan serta ditetapkan secara rinci sehingga menghasilkan peluang interaksi efektif antara organisasi dengan 

lingkungannya serta difokuskan terhadap peningkatan pencapaian tujuan dan berbagai target organisasi tersebut. 

Wheelen dan Hunger (2003: 7), manajemen strategis merupakan kumpulan ketetapan dan pengelolaan, yang 

menakdirkan kinerja organisasi di masa depan dengan menekankan pada pengamatan dan evaluasi kemungkinan 

serta ancaman lingkungan dengan mengamati kekuatan dan kelemahan organisasi. Pearch dan Robinson (1997) 

menyatakan bahwa manajemen stratejik merupakan gabungan dan perilaku yang memformulasikan dan 

mengimplementasikan rancangan-rancangan yang disusun guna memperoleh tujuan organisasi.  

Nawawi (2012) dalam Adie Erar Yusuf (2019:4) mengemukakan manajemen strategik mengandung empat 

pengertian yaitu Pertama, Manajemen strategik merupakan cara penentuan keputusan dengan sifat mendasar dan 

keseluruhan, dilengkapi dengan pemilihan cara menjalankannya. Atasan memiliki kontribusi dalam membuat 

serta dilaksanakan oleh seluruh pekerja pada suatu organisasi. Kedua, sebagai upaya dalam memaksimalkan 

kekuatan organisasi dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk mendapatkan target yang berdasar terhadap 

visi dan misi yang telah dirancang. Ketiga, merupakan peningkatan strategi yang sesuai untuk memenuhi tujuan 

organisasi melalui tindakan pelaksanaan ketetapan dan arah keputusan. Empat, keputusan atasan dengan 

jangkauan besar yang berfokus terhadap masa depan (visi) untuk memberikan peluang keefektifan interaksi 

(misi), sebagai upaya menciptakan perencanaan operasional guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi. 
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2. Metode Penelitian 

Berlandaskan permasalahan diatas, jenis penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Kualitatif dengan tujuan 

menguraikan dan menelaah terkait fakta yang ditemukan di lapangan, kejadian, kepercayaan, hingga perspektif 

secara individu maupun kelompok (Sukmadinata, 2005: 60). Dengan melibatkan pengajuan pertanyaan hingga 

prosedur, pengumpuulan data yang terperinci, menganalisis dari tema khusus ke umum dan menerjemahkan 

makna data sebagai upaya penting (Creswell, 2009). Penggunaan penelitian kualitatif menjadi tepat, sebab dalam 

penelitian ini penulis bertujuan untuk menganalisis secara mendalan terkait dengan fenomena yang terjadi.  

Dengan membuat sebuah deskripsi mengenai strategi peningkatan penerimaan retribusi non tunai (e-retribusi) 

pelayanan pasar di Pasar Kediri Kabupaten Tabanan. 

Unit analisis individu merupakan unit analisis yang digunakan pada penelitian ini. Adapun yang termasuk 

kedalamnya yaitu Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kabupaten Tabanan, Koordinator Pasar di Pasar 

Kediri, Petugas pemungut retribusi pelayanan Pasar Kediri, Petugas pungut e-retribusi pelayanan Pasar Kediri, 

Pedagang Kios, los, dan pedasaran di Pasar Kediri Kabupaten Tabanan. Unit analisis tersebut dipilih karena 

perannya sebagai individu yang saling berperan dalam penerapan serta perumusan strategi peningkatan 

pendapatan retribusi non tunai (e-retribusi) pelayanan Pasar Kediri Kabupaten Tabanan. 

Teknik analisis data dapat diartikan sebagai proses mencari, menyusun dengan terperinci data yang didapatkan 

dari pengumpulan data melalui pemilahan data ke dalam kategori, memaknai ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesis, menyusun dalam pola, menentukan yang penting, dan membuat kesimpulam yang bisa dijelaskan 

(Zakariah, dkk, 2020).  

Narasi dipilih sebagai teknik penyajian data dalam penelitian ini, dengan melakukan pemaparan terkait fakta-fakta 

hasil temuan serta ditambahkan dengan data berupa tabel, gambar dan dokumen pendukung yang berkaitan 

dengan strategi peningkatan penerimaan e-retribusi pelayanan Pasar Kediri Kabupaten Tabanan, melalui 

pengukuran dari teori manajemen strategi oleh Wheelen dan Hunger (2003). 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Tabel 4. Rangkuman Hasil Temuan Manajemen Strategi dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Retribusi Non 

Tunai (E-Retribusi) Pasar Kediri 

No. Indikator Hasil Temuan 

1. Pemindaian Lingkungan 

a. Pemindaian 

Lingkungan Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemindaian dilakukan dengan mengamati secarara langsung 

bagaimana kondisi di lapangan. Hal ini melihat dari aspek internal 

yang dimiliki Pasar Kediri dalam menerapkan e-retribusi pasar, yang 

meliputi kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang dimiliki yaitu : 

Adanya Perda yang mengatur yaitu memiliki kewenangan dalam 

menyelenggarakan urusan pasar yang tertuang dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan atas 

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah. Serta berlandaskan pada Peraturan Daerah 

Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2022 dalam pemungutan secara 

digital 

- Secara geografis termasuk dalam pasar yang strategis yaitu 

berada di Kawasan padat penduduk dan mobilitas tinggi. 

- Ketersediaan pegawai yang memadai dengan struktur 

organisasi yang jelas 

- Memiliki sistem e-retribusi yang mampu mencegah 

penyimpangan 

- Selain itu, Kelemahan yang dimiliki diantaranya: 

- Belum memanfaatkan lokasi strategis yang dimiliki 

- Belum memadainya sarana dan prasarana 

- Kompetensi (kecakapan dan keahlian) pegawai belum 

maksimal 

- Kurang perhatian terhadap wajib retribusi 
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No. Indikator Hasil Temuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Pemindaian 

Lingkungan Eksternal 

- Data potensi retribusi belum akurat 

- kurangnya pemahaman pedagang terhadap e-retribusi 

- perda terkait tarif retribusi pasar telah berlaku sembilan tahun 

 

Peluang yang dimiliki yaitu: 

- Dapat dipergunakan untuk pembayaran bulanan sewa tanah 

- Berpotensi untuk dkterapkan pada pasar subuh dan radius 

- Adanya kesadaran membayar retribusi 

- Adanya minat pedagang setelan mendapat penjelasan 

Ancaman yang dimiliki yaitu: 

- Persaingan dengan pasar adat dan toko swalayan berjejaring  

- Daya beli masyarakat menurun/kondisi pasar sepi 

- Pedagang tidak berjualan harian 

- Jaringan internet tidak stabil 

- Kurangnya kesadaran untuk menabung 

- Penghindaran pembayaran secara e-retribusi 

2. Perumusan Strategi Sebagai bagian dari disperindag Kabupaten Tabanan, Pasar Kediri 

memiliki misi yang sama. Namun misi tersebut belum diketahui atau 

dipahami oleh pegawai di Pasar Kediri. Sedangkan untuk tujuan dari 

pelaksanaan e-retribusi telah diketahui oleh pegawai namun belum 

oleh pedagang. Adapun dalam meningkatkan penggunaan e-retribusi 

dilakukan dengan tiga strategi yaitu sosialisasi, bimbingan teknis dan 

pemberian surplus terhdadap pedagang.  

3, Implementasi Strategi Dalam penerapan strategi yang dirancang, sosialisasi terhadap 

pedagang dan bimtek terhadap petugas dilaksanakan di awal dari 

Disperindag, Pasar dengan Bank BPS Bali selaku narasumber. Belum 

meratanya sosialisasi yang dilakukan menyebabkan perbedaan 

perspektif yang dimiliki pedagang, yang bersumber dari keluhan atau 

cerita dari pedagang lain yang didengar. Sehingga mereka lebih ingin 

untuk tetap melakukan pembayaran secara tunai. Selain itu bimtek 

yang dilakukan dengan hanya perwakilan petugas saja, menyebabkan 

proses pemngutan belum berjalan dengan lancer, hal ini terligat dari 

petugas yang kembali bertanya dengan temannya. Dan apabila agen 

tidak masuk, pemungutan secara e-ret belum bisa dilakukan. Strategi 

pemberian surplus telah diketahui oleh pedagang yang menggunakan 

e-retribusi, namun masih minim diketahui oleh pedagang tunai 

sehingga perlu dilakukan penyebaran informasi kembali guna 

meningkatkan rangsangan terhadap pedagang yang masih menbayar 

secara tunai. Anggaran untuk kertas struk dan internet berasal dari 

APBD, namun untuk penataan pasar masih minim, sehingga pedagang 

secara swadaya melakukan perbaikan untuk kerusakan kecil, yang 

dapat mengakibatkan pedagang merasa kurang diperhatikan dan 

kondisi pasar di dalam menjadi kurang tertata. 

4. Evaluasi dan 

Pengendalian 

Berdasarkan sistem yang dikembangkan oleh Bank BPD Bali, 

pengawasan telah dapat dilakukan secara real time.hal ini sebab setiap 

pasar dan juga Dsperindag Kabupaten Tabanan memiliki web portal 

yang dapat digunakan untuk memantai segala transaksi yang terjadi di 

setiap pasar yang sudah e-retribusi. Dan juga Pasar Kediri juga telah 

memiliki dashboard untuk melakukan pelaporan dari transaksi yang 

dilakukan pasa hari tersebut. Namun seringkali dari pihak dinas, pasar 

dan juga agen belum secarac maksimal mengetahu cara penggunaan 

dari aplikasi ataupun sistem yang digunakan. 

 

Pembahasan 
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Berdasarkan dari hasil penelitian yang ditemukan, penulis akan membahas mengenai Strategi Peninngkatan 

Penerimaan Retribusi Non Tunai (E-Retribusi) Pelayanan Pasar Kediri Kabupaten Tabanan. Sesuai dengan teori 

dari Wheelen dan Hunger (2003) yang mengacu pada empat indikator manajemen strategi yaitu: Pemindaian 

Lingkungan, Perumusan Strategi, Implementasi Strategi, serta Evaluasi dan Pengendalian. Berikut merupakan 

penjabaran lebih lanjut mengenai analiisis hasil temuan yang penulis peroleh malelui observasi lapangan, 

wawancara, dokumentasi dan studi literatur. 

Pemindaian Lingkungan 

Pemindaian lingkungan merupakan tahapan yang dilakukan sebelum memasuki tahap perumusan strategi. Yang 

mana dalam penelitian ini akan melihat faktor internal dan eksternal yang terjadi di lingkungan Pasar Kediri, yang 

berpengaruh terhadap penerapan e-retribusi. Dalam analisis ini akan melihat dari internal melalui kekuatan dan 

kelemanan yang dimiliki serta eksternal yang mengacu pada peluang serta ancaman yang menghambat penerapan 

e-retribusi. 

Pemindaian Lingkungan Internal 

Dilihat dari pemindaian lingkungan internal Disperindag Kabupaten Tabanan telah memiliki peraturan yang 

memberikan kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan 

perdagangan, hal ini tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang 

perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

yang memberikan kewenangan dalam melakukan pemungutan retribusi. Selain itu dalam pemungutan retribusi 

secara digital telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang melandasi penggunaan sistem 

digital dalam proses pemungutannya. Dan juga Pasar Kediri memiliki letak yang strategis sehingga dapat terus 

eksis. Berada pada daerah yang tinggi mobilitas dengan jumlah penduduk yang padat. 

Penyelenggaraan kegiatan di dalam Pasar Kediri telah dilaksanakan dengan Sumber Daya Manusia yang memadai 

dengan adanya struktur organisasi yang mengatur pembagian tugas yang jelas. Shingga memberikan tanggung 

jawab bagi setiap pegawai dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan dalam penerapan sistem pembayaran 

digital/e-retribusi, sistem ini dirasa mampu dalam mencegah adanya penyimpangan yang mungkin terjadi, yang 

terlihat dari kepercayaan pedagang akibat adanya saldo dan jumlah pungutan yang terlihat dalam struk 

pembayaran dan cuma efisiensi yang dirasakan oleh petugas pungut. 

Seiringan dengan kekuatan yang dimiliki, tentunya terdapat kelemahan yang mengikuti. Hal ini terlihat dari belum 

maksimalnya pemanfaatan dari lokasi strategis yang dimiliki. Seringkali masyarakat yang melewati Pasar Kediri 

tidak mengetahui keberadaan pasar tersebut, hal ini disebabkan oleh Pasar Kediri yang menghadap ke Timur 

dengan jalan satu arah. Sehingga plang yang dipasang tidak terlihat dari mobilitas padat yang terjadi di sebelah 

utara yaitu pada Jalan Denpasar-Gilimanuk. Sedangkan dalam pelaksanaan e-retribusi Pasar Kediri masih 

mengalami hambatan pada alat yang digunakan yaitu Mesin EDC yang jumlah saat ini baru satu buah, sehingga 

petugas lainnya harus menunggu apabila akan menggunakan alat tersebut. Ketersediaan petugas pungut yang 

memanahi dan lancar dalam penggunaan alat ini juga menjadi kelemahan, yaitu dari lima belas petugas pungut 

yang ada, baru empat diantaranya mengetahui cara pengunaan alat. 

Dengan adanya petugas yang itu-itu saja dalam melakukan pemungutan secara digital, akan berdampak saat 

petugas tersebut digantikan dengan yang belum mahir dan akan memperlambat waktu pemungutan. Dan juga dari 

sisi agen, saat ini hanya berjumlah satu petugas. Sehingga apabila agen tersebut tidak masuk, maka pemungutan 

e-retribusi menjadi terhambat bahkan tidak dapat dijalankan. Sebab sebelum melakukan pembayaran, kartu e-

retribusi yang dimiliki oleh pedagang harus berisikan saldo. 

Pemahaman yang dimiliki oleh pedagang yang telah menggunakan e-retribusi maupun pedagang yang masih 

menggunakan pembayaran tunai, dapat digolongkan rendah. Hal ini didasarkan atas adanya pemikiran yang salah 

terkait jalannya e-retribusi, kurangnya penjelasan yang diberikan terhadap pedagang tunai dapat menghambat 

jumlah pedagang pengguna e-retribusi. Sebab adanya penolakan akibat merasa cara sebelumnya lebih mudah. Hal 

ini pun terjadi pada pedagang yang telah melakukan e-retribusi,  

Mereka masih bingung dengan adanya penabungan dan juga kesulitan dalam menaruh kartu e-retribusi. Selain itu 

adanya potensi yang perlu ditinjau dengan kondisi dilapangan. Hal ini disebabkan terdapat pedagang kios dengan 

status masih menyewa yang tutup selama berhari-hari, sedangkan pemungutan e-retribusi dilakukan pada saat 

pedagang tersebut buka atau berjualan. Sehingga berpengaruh terhadap penerimaan dari retribusi pasar. 
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Kelemahan lainnya berasal dari peraturan terkait dengan tarif retribusi pasar. Dimana dalam pemungutan retribusi 

baik secara tunai maupun digital masih brlandaskan pada Peraturan Bupati Tabanan Nomor 77 Tahun 2015 

tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Tabanan. Sedangkan dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, pada pasal 9 ayat (1) menyatakan 

bahwa peninjauan kembali tarif retribusi dilakukan paling lama yaitu 3 (tiga) tahun sekali. Sehingga tarif yang 

digunakan saat ini telah berlaku selama sembilan tahun, sehingga dapat menjadi kelemahan yang menimbulkan 

ketidaksesuaian dengan kondisi yang sedang terjadi 

Pemindaian Lingkungan Eksternal 

Berdasarkan pemindaian yang dilakukan dari lingkungan eksternal terkait dengan peluang dan juga ancaman. 

Apabila ditinjau dari aspek peluang yang dimiliki Pasar Kediri dalam penerapan e-retribusi yaitu sistem ini tidak 

hanya digunakan sebagai pembayaran retribusi harian, juga dapat dipergunakan untuk pembayaran sewa tanah 

atau bulanan. Sehingga dengan adanya peluang pembayaran sewa tanah secara digital akan meningkatkan 

transparansi dan pengawasan dalam penerimaan retribusi. Selain itu adanya pasar subuh dan juga radius yang 

dimiliki oleh Pasar Kediri yang dapat dilakuken penarikan retribusi secara digital, sehingga penerimaan dari pasar 

subuh dan juga radius dapat secara langsung tercatat dalam mesin EDC. 

Peluang lainnya yaitu adanya kesadaran dari masyarakat untuk membayar retribusi yang terlihat dari ketaatan 

pedagang dalam memayar retribusi secara tunai. Hal ini dapat kembali dioptimalkan dengan melalukan 

pendekatan guna merubah sistem pembayaran yang digunakan. Hal ini sejalan dengan adanya minat pedagang 

yang membayar secara tunai untuk turut serta dalam oerubahan menjadi e-retribusi. Hal ini berdasarkan dengan 

hasil observasi, saat penulis menerangkan terkait dengan bagaimana proses pembayaran secara digital yang 

berisikan keunggulan-keunggulannya. Pedagang tersebut menyatakan sistem tersebut dan mau untuk 

menggunakan pembayaran e-retribusi. 

Aspek ancaman eksternal yang mengancam yaitu persaingan yang terjadi dengan banyaknya pasar dan juga toko 

swalayan berjejaring yang berada disekitar Pasar Kediri. Hal ini dalam menurunkan jumlah pembeli yang datang 

ke Pasar Kediri, sebab lebih memilih untuk berbelanja ke toko swalayan dengan fasilitas dan lingkungan yang 

lebih bersih. Selanjutnya kondisi pasar yang sepi serta daya beli masyarakat yang menurun menyebabkan adanya 

penurunan jumlah pedagang yang buka, namun masih terdaftar sebagai penyewa lapak. Hal ini dapat berpengaruh 

terhadap penerimaan retribusi harian. 

Selain itu dalam dalam proses pemungutan e-retribusi terdapat koneksi jaringan yang mengancam. Hal ini 

dikarenakan sistem yang digunakan berbasis sinyal internet, sehingga dalam pemungutannya sangat bergantung 

terhadap kualitas sinyal. Apabila sinyal yang ditangkap oleh mesin EDC buruk, maka akan terjadi loading yang 

menghambat proses pemungutan. Ancaman lainnya yang berasal dari pedagang yaitu terkait dengan kurangnya 

akesadaran pedagang untuk menabung.  

Hal ini diakibatkan kurangnya pemahaman yang dimiliki, yang menganggap bahwa ketika uang tersebut di 

tabung, uang itu akan hilang. Sedangkan kenyataannya uang tersebut atau sisa saldo yang dilimiki pedagang dalam 

kartu e-retribusi dapat ditarik melakui agen Bank BPD Bali. Penghindaran pembayaran secara e-retribusi juga 

pernah dialami oleh petugas, hal ini terjadi ketika pedagang tersebut kesulitan ataupun lupa dalam menaruh kartu. 

Sehingga untuk menghindari dirinya untuk mencari-mencari kartu tersebut, mereka akan mengatakan bahwa kartu 

e-retribusi yang dimilikinya hilang. Sehingga yang bersangkutan dapat melakukan pembayaran secara tunai 

dengan hanya memberikan uang. 

Perumusan Strategi 

Menjadi bagian dari Disperindag Kabupaten Tabanan, Pasar Kediri memiliki misi yang sama. Hal ini telah masuk 

kedalam misi pemerintah Kabupaten Tabanan. Namun untuk misi disperindag dan keterkaitannya dengan 

keuangan digital dan sumber daya berwawasan digital belum tercermin dalam misi tersebut. Sehingga alangkah 

baiknya dilakukan penyesuaian guna meningkatkan kualitas pegawai yang berada di Disperindag Kabupaten 

Tabanan. Namun tujuan dari adanya perubahan sistem pembayaran retribusi pasar telah dipahami oleh petugas 

dan sebaiknya dijelaskan terhadap pedagang.  

Dengan adanya penjelasan daan mendengarkan aspirasi mereka, mereka akan mengetahui apa yang menjadi dasar 

perubahan yang terjadi serta merasa turut dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Adapun dalam upaya 

meningkatkan penggunaan e-retribusi oleh pedagang menggunakan tiga pendekatan yaitu: Sosialisai, Bimbingan 

Teknis dan Pemberian Stimulus terhadap Pedagang yang Taat Membayar E-Retribusi. 
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Implementasi Strategi 

Tahapan dalam menjalankan strategi yang telah dirancang, serta akan menjadi penentu dari keberhasilan mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, sosialisasi dan bimbingan teknis yang diberikan terhadap 

petugas dan pedagang dilakukan di awal. Dengan Bank BPD Bali sebagai narasumber. Sosialisasi yang dilakukan, 

mengundang perwakilan pedagang Pasar Kediri dan juga petugas pungut.  

Namun dengan adanya sosialisasi yang dilakukan di awal dan juga dengan perwakilan saja, menyebabkan adanya 

ketidakseragaman perspektif terkait dengan penggunaan e-retribusi. Hal ini terjadi ketika pedagang yang belum 

mendapatkan sosialisai mendapatkan kabar burung yang mengatakan kelemahan daei e-retribusi. Sehingga dia 

merasa susah dalam melakuken pembayaran secara digital. Bimbingan teknis terhadap petugas yang belum secara 

merata menyebabkan masih adanya petugas yang tersendat dalam penggunaan mesin EDC serta jumlah petugas 

yang bisa menggunakan mesin tersebut hanya petugas dengan bagiannya yang sudah menggunakan e-retribusi. 

Seharusnya seluruh petugas mengetahui cara penggunaan mesin tersebut, guna meningkatkan kualitas pegawai 

dan mengantisipasi penggunaan e-retribusi ke seluruh jangkauan Pasar Kediri. Selanjutnya yaitu pemberian 

surplus terhadap pedagang yang telah taat melakukan pembayaran e-retribusi pasar. Pemberian surplus ini telah 

dilaksanakan beberapa kali, berupa pemberian sembako. Namun sasaran dari strategi ini, yaitu pedagang yang 

masih menggunakan pembayaran tunai belum mengetahui adanya pemberian hadiah apabila rajin melakukan 

pembayaran secara e-retribusi. Sehingga perlu adanya penyebaran informasi terkait dengan keuntungan 

melakukan pembayaran secara e-retribusi guna merangsang pedagang lainnya untuk menggunakan dan rajin 

membayar dengan e-retribusi. 

Sejalan dengan pelaksanaan strategi tersebut, telah terdapat target yang ingin dicapai oleh Disperindag Kabupaten 

Tabanan. Target ni yaitu seluruh pasar yang berada dibawah penyelenggaraan Disperindag telah menggunakan e-

retribusi di tahun 2023. Namun hal tersebut belum dapat terpenuhi, saat ini dari empat belas pasar baru delapan 

yang telah menggunakan e-retribusi. Selain itu pada Pasar Kediri juga telah menetapkan target yaitu penambahan 

sepuluh pedagang yang menggunakan e-retribusi di setiap bulannya. 

Dengan perhitungan dalam setahun akan terjadi peningkatan sebanyak 120 orang pedagang. Pasar Kediri telah 

berhasil melakukan penambahan sebanyak 37 pedagang. Dan target ini baru akan kembali dimulai pada bulan 

maret. Selain itu pengarahan melalui pengeras suara telah dicoba oleh pihak pasar, namun hal ini belum secara 

maksimal menjangkau pedagang, sebab melihat struktur lokasi lapak dan juga kebisingan akibat proses jual beli 

di pasar.  

Dari segi anggaran juga telah disediakan dalam menunjang keberlangsungan penggunaan e-retribusi. Dana ini 

berasal dari APBD yang digunakan dalam membeli kuota internet dan kertas struk. Namun selain dana untuk e-

retribusi pasar, yang menjadi perhatian yaitu terkait dengan dana penataan Pasar Kediri. Dimana dalam dana 

penataan pasar dapat dikatakan tidak menentu. Sehingga apabila ada kerusakan seperti jalan dalam pasar yang 

rusak ataupun kebocoran atap yang dialami pedagang, mereka akan melakukan perbaikan secara swadaya 

pedagang. Hal ini tentunya dapat menimbulkan perasaan tidak diperhatikan oleh pidak pengelola dan pasar kurang 

tertata apabila dibandingkan dengan pesaing diluar.  

Evaluasi dan Pengawasan 

Berdasarkan sistem yang telah dikembangkan oleh BPD,pengawasan dapat dilakukan dari pihak Disperindag 

Kabupaten Tabanan ataupun melalui pihak Pasar Kediri. Pengawasan dapat dilakukan secara real time, sebab 

Bank BPD Bali telah menyediakan web portal yang memungkinkan Disperindag untuk memantau seluruh pasar 

yang telah menggunakan e-ret, dan setiap pasar juga telah disediakan dashboard untuk memantau pendapatan 

yang diterima. Namun kembali ke SDM yang dimiliki, seringkali dinas masih meminta laporan transaksi pada 

bank. Sehingga perlu ditingkatkan kualitas SDM terkait pemahaman IT. Untuk penggunaan aplikasi agen juga 

dapat digunakan untuk pembayaran lainnya, sebab setiap sekian transaksi yang dilakukan, mereka akan 

mendapatkan fee dari Bank BPD Bali. namun hal ini jarang diketahui oleh agen. Hal ini dapat kembali 

disosialisasikan terhadap agen sehingga dapat dilakukan peningkatan kinerja agen dengan melakukan penggalian 

potensi pedagang yang dimiliki Pasar Kediri. 
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Hasil Analisis SWOT Hasil Analisis SWOT 

Identifikasi Lingkungan Internal dan Eksternal 

Terdapat beberapa faktor yang masih belum terindentifikasi oleh Disperindag Kabupaten Tabanan dan Organisasi 

Pasar Kediri, dalam aspek internal dan eksternal yang terjadi di lingkungan Pasar Kediri. Hal ini dapat dilihat 

berdasarkan hasil temuan, pengamatan serta kajian yang penulis laksanakan, menunjukkan bahwa terdapat sub-

indikator berupa kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang belum diidentifikasi. Adapun beberapa faktor 

eksternal dan internal yang belum teridentifikasi dalam peningkatan penerimaan e-retribusi Pasar Kediri, sebagai 

berikut: 

A. Kekuatan 

1. Otoritas/kewenangan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tabanan 

2. Terletak pada tempat yang strategis dan padat penduduk 

3. Tersedianya sumber daya manusia 

4. Pembagian tugas yang jelas 

5. Sistem e-retribusi yang jelas 

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, menjadi kekuatan Disoerindag Kabupaten 

Tabanan dalam mengelola Pasar Rakyat. Dalam penerapan e-retribusi papsar juga telah dilindungi oleh payung 

hukum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2022, sehingga dalam pelaksanaannya dapat 

dipertanggungjawabkan. Selain itu, Pasar kediri juga memiliki lokasi yang strategis. Yaitu berada di Selatan Jalan 

Denpasar-Gilimanuk yang juga padat penduduk, baik itu pendatang maupun warga lokal. 

Pasar Kediri memiliki ketersediaan sumber daya manusia yang cukup, dengan adanya pembagian tugas yang jelas 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dengan sistem yang digunakan dalam e-retribusi 

pelayanan pasar diengkapi dengan fitur lainnya. Dalam alat yang disediakan, agen dapat melakukan penambahan 

pedagang e-retribusi secara mandiri melalui aplikasi BPD Mailaku dan setelahnya berkas dapat dibawa ke kantor 

BPD terdekat untuk kemudian dicetakkan kartu. Dengan fitur lainnya seperti laporan transaksi yang dilakukan, 

pembayaran pajak hingga pembelian pulsa. Selain itu juga telah disedikan webportal yang dimiliki oleh 

Disperindag dan Pasar Kediri serta pasar lainnya. Dengan adanya web portal ini memberikan akses bagi 

Disperindag Kabupaten Tabanan dalam melakukan pegawasan penerimaan e-retribusi. Dan Petugas pasar juga 

dalam melakukan pengecekan transaksi yang terjadi apakah sudah balance. Sehingga dapat meningkatkan 

transparansi dalam penerimaan. 

B. Kelemahan 

1. Lokasi strategis belum dimanfaatkan secara maksimal 

2. Belum memadainya sarana dan prasarana 

3. Kompetensi, motivasi kerja dan pemahapan terhadap penggunaan alat e-retribusi masih rendah 

4. Belum akuratnya data potensi penerimaan retribusi pasar 

5. Kurangnya perhatian terhadap wajib retribusi pasar 

6. Peraturan Daerah mengenai tarif retribusi pasar belum ditinjau ulang 

Pemanfaatan lokasi pasar harus dapat dilakukan dengan optimal, guna meningkatkan minat pembeli untuk 

berbelanja ke Pasar Kediri, dengan melakukan berbagai upaya perbaikan ataupun promosi untuk kelangsungan 

pasar. Sedangkan ditinjau dari segi sarana dan prasarana yang dimiliki Pasar Kediri dalam melaksanakan e-

retribusi masih minim, dengan satu mesin EDC dan satu petugas pungut. Sehingga perlu adanya peningkatan 

pemahaman petugas dalam penggunaan teknologi, guna mempercepat penambahan pedagang e-retribusi guna 

mendapatkan penambahan mesin EDC. Pelaksanaan e-retribusi telah diiringi dengan sistem/aplikasi yang mampu 

mengurangi penyimpangan yang kemungkinan terjadi. Kurangnya motivasi kerja dan kompetensi tercermin 

dalam e-retribusi yang tidak dilaksanakan di hari minggu atau hari libur lainnya. Dengan adanya sistem 

pembayaran yang tidak menentu ini, menghilangkan ketegasan dalam pelaksanaan e-retribusi, hal ini juga 

menyebabkan kebingungan bagi pedagang akibat sistem pembayaran yang berubah-ubah. 

C. Peluang 

1. Pelatihan terhadap petugas pungut 

2. Wajib retribusi memiliki kesadaran pembayaran 
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3. Terdapat objek retribusi pasar yang dapat digali 

4. Kesediaan pedagang dalam pembayaran e-retribusi 

Dengan adanya jumlah petugas yang memadai, menjadi peluang untuk mengadakan bimbingan teknis bersama 

bagii petugas ungut yang blum mendapatkan bimtek sebelumnya. Hal ini dapat digunakan untuk menyamakan 

pemahaman guna meningkatkan kualitas pegawai Pasar Kediri. Pembayaran retribusi secara digital juga memiliki 

potensi apabila digali potensi lainnya. Selain itu, adanya kesadaran pedagang dalam membayar wajib pajak, dan 

juga timbulnya minat beberapa pedagang apabila dalam prosesnya mereka dibetitahu bagaimana terkait dengan 

e-retribusi. 

D. Ancaman 

1. Jumlah pasar adat yang banyak 

2. Maraknya toko retail modern 

3. Daya beli masyarakat menurun/Kondisi Pasar Kediri sepi pelanggan 

4. Penyewa lapak tidak berjualan 

5. Kurangnya kesadaran untuk melakukan penabungan 

6. Penghindaran pembayaran secara digital 

Akibat banyaknya jumlah pasar dan juga toko retail modern yang berada di sekitar Pasar Kediri menimbulkan 

persaingan yang terjadi. Hal ini berpengaruh terhadap sepinya kondisi. Selain itu juga daya beli mayarakat yang 

belum sepenuhnya pulih dari Covid berpengaruh terhadap adanya pedagang yang tutup, namun lapak tersebut 

masih berstatus di sewa. Adanya gangguan sinyal dalam proses pemungutan e-retribusi sehingga memerlukan 

waktu lama yang mungkin menyebabkan pedagang keburu tutup. Selain itu masih rendahnya kesadaran pedagang 

untuk menabung. Hal ini disebabkan oleh kesalahpahamam akibat belum meratanya sosialisasi yang diberikan. 

Adanya penghindaran yang dilakukan oleh pedagang akibat dulitnya mereka menemukan kartu e-retribusi.

Berdasarkan dari penggabungan antara faktor kekuatan, pelung, kelemahan serta ancaman, maka diperoleh 

alternatif strategi yang dapat dilakukan yaitu: 

1. Melakukan pemungutan secara digital terhadap seluruh pembayaran retribusi di Pasar Kediri 

Adanya sumber retribusi yang belum dilakukan penbayaran secara digital, dengan peluang kesadaran dan juga 

minat oedagang dalam penerapan sistem digital. Menjadi perhatian untuk menerapkan sistem inu kedalam 

cakupan yang kebih luas. Perluasan jangkauan penggunaan kartu e-retribusi pasar, bukan hanya untuk 

pembayaran retribusi harian di dalam pasar Kediri. Namun dalam dilakukan untuk pembayaran sewa tahan 

bulanan, dan juga potensi pada pasar subuh dan radius.  

Dengan adanya perluasan penggunaan e-rettibusi ini akan meningkatkan kesesuaian antara target dan penerimaan 

apabila telah secara real time dapat dipantau. Dengan memanfaatkan kekuatan ketersediaan SDM yang memadai 

dalam menggali potensi pedagang yang mungkin dilakukan penarikan secara digital. Dalam aplikasi penabungan 

ini telah tersebut sebagai begitu. Dengan Aplikasi Agen Mailaku yang dapat menambahkan pedagng secara 

mandiri oleh agen dengan oerserujuan pimpinan. Adanya penggunaan sistem e-retribusi dalam pemungutan 

seluruh potensi retribusi pasar yang dimiliki, mampu mencegah adanya kecocoran yang mungkin terjadi 

2. Melakukan re-identifikasi misi yang sesuai dengan perkembangan teknologi yang terjadi 

Melakukan penyeusaian antaran misi yang ada pada organisasi, dengan menekankan terhadap teknologi yang 

berkembang. Dengan adanya misi organisasi yang memuat terkait dengan penggunaan teknologi didalam aktivitas 

perpasaran. Akan memberikan dampak terhadap kualitas petugas, dengan ada nya misi terusenuy akan 

meningkatkan kualitas dan kompetensi dari pegawai dalan melakukan hal terbut. 

3. Melakukan pengawasan dan pengaturan dalam pendirian toko retail modern dan pasar adat yang ada 

Dengan adanya pengawasan dan pengaturan terhadap ijin pendirian toko retail modern tersebut, akan 

meminimalisir persaingan yang terjadi terhadap pedagang pasar. Dengan mminimnya persaingan dari luar akan 

berpeluang terhadap pelingkatan jumlah transaksi di dalam pasar, sehingga kondisi pasar kembali ramai. Hal ini 

juga harus dibarengi dengan pelaksanaan penataan pasar di bagian bawah, sebab saat ini masih kekurangan 

fasilitas. Hal ini menyebabkan segi kebersihan pasar rakyat masih kalah dibandingkan toko retail modern 

4. Melakukan peninjauan kembali terkait peraturan daerah yang sudah tidak relevan. 
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Adanya peraturan mengenai tarif yang telah diterapkan selama sembilan tahun, rasanya penting untuk dilakukan 

peninjauan kembali sesuai dengan kondisi yang terjadi dilapangan. Saat ini terjadi penyewa lapak tutup berhari-

hari sehingga dia tidak dikenakan retribusi harian. Kondisi pasar yang sepi juga menjadi dasar dalam penyesuaian 

tarif yang sesuai agar tidak memberatkan wajib retribusi ataupun merugikan Disperindag Kabupaten Tabanan. 

5. Melakukan sosialisasi dan pembinaan teknis terhadap pedagang dan petugas pasar secara sirkuler 

Hal ini berdasarkan atas observasi yang dilakukan, dengan adanya minat dan kesadaran pedagang dalam 

membayar secara e-retribusi namun masih enggan menadung sebab adanya kesalahan dalam menangkap maksud 

dari perubahan sistem ini, perlu dilakukan pendekatan secara terus-menerus. Hal ini menjadi tugas agen dan 

petugas pungut dalam menyebarluaskan informasi terkait dengan e-retribusi mulai dari keunggulan hingga benefit 

yang pedagang dapatkan. Selain itu guna meningkatkan kualitas pegawai, dapat dilakukan bimbingan teknis 

bersama petugas yang telah mengerti pemungutan secara e-retribusi. Hal ini untuk mempersiapkan diri guna 

menghadapi era digitalisais yang akan secara menyeluruh dilakukan di Pasar Kediri. 

 

4. Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Beranjak dari analisis hasil temuan dan alaisis SWOT yang dilakukan, yang berasal dari observasi, wawancara 

serta studi literatur mengenai Strategi Peningkatan Penerimaan Retribusi Non Tunai (E-Retribusi) Pelyanan Pasar 

Kediri Kabupaten Tabanan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan strategi yang dirancang 

telah berjalan namunbelum dilaksanakan secara sirkuler atau maksimal. Karena dalam seetiap indikator tersebut 

masih adanya kekurangan yang ditemukan, diantaranya sebagai berikut: 

1. Pada indikator Pemindaian Lingkungan, berkaitan dengan sistem yang digunakan telah terdpat 

pemindaian lingkungan yang dilakukan oeh Bank BPD Bali terkait dengan struktur pedagang dan juga 

uji coba alat dengan menyesuikan sinyal internet. Namun dalam variabel kekuatan dan peluang terkait 

dengan sumber daya manusia, belum diidentifikasi secara terperinci. Sehingga menghambat dalam 

pencapaian target yang telah ditentukan. Selain itu juga pemindaian lingkungan dalam penetapan target 

penerimaan perlu ditinjau kembali bersama dengan petraturan terkait dengan tarid retribusi pasar agar 

sesuai dengan kondisi di lapangan 

2. Pada indikator Perumusan Strategi, perumusan strategi telah terpenuhi dengan adanya kesepahaman 

terkait dengan tujuan e-retribusi Pasar Kediri. Namun belumm dapat dikatakan optimal. Hal ini 

didasarkan atas Misi yang dimiliki belum menggambarkan tentang peningkatan kualitas pegawai mealui 

teknologi digital atapun peningkatan sumber penerimaan secara digital. Dan juga petugas pasar tidak 

mengetahi apa yang menjadi misi Disperindag Kabupaten Tabanan Sehingga dapat untuk dioptimalkan 

kembali 

3. Pada indikator Implementasi Srategi, telah dilaksanakan namun belum maksimal. Hal ini terlihat dalam 

pelaksanaan strategi yng di ranvang, hanya dilakukan di awal pelaksanaan e-retribusi dengan perwakilan 

pedagang dan petugas pungut. Sehingga menimbulkan ketidakseuaian dan ketidakpahaman dalam 

penerapan e-retribusi di Pasar Kediri. Selain itu kurangnya perhatian terhadap wajib retribusi yang terlihat 

pada kondisi didalam pasar yang kurang tertata yang dapat menyebabkan adanya kekurangan apabila 

disaingkan dengan toko ritel modern yang dapat berpengaruh terhadap kondisi keramaian pasar. 

4. Pada indikator Evaluasi dan Pengendalian, sudah dilaksanakan namun belum dimanfaatkan secara 

maksimal. Hal ini disebabkan oleh, sistem yang disediakan oleh Bank BPD Bali sudah dapat dilakukan 

pengawasan secara langsung melalui web portal yang dimiliki Disperindag Kabupaten Tabanan dan juga 

Pasar Kediri. Namun masih ada ditemukan kecenderungan untuk meminta kembali ke bank hasil 

transaksi. Perlu adanya peningkatan kualitas SDM 

5.1 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis sebagai berikut: 

1. Pada aspek Pemindaian Lingkungan, Disperindab Kabupaten Tabanan dengan Pasar Kediri perlu 

melakukan identifikasi tekait kualitas pegawai dalam penggunaan teknologi, sehingga dapat dilakukan 
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perumusan strategi kedepannya yang lebih terfokus kedapa SDM terlebih dahulu, sebab dalam 

pelaksanaan, sdm memegang peran penting dalam meraih kebeerhasilan.  Selain itu penting untuk pihak 

Disperindag Kabupaten Tabanan dan Pasar Kediri saling berkomunikasi terkait dengan potensi atau target 

penerimaan apakah sudah sesuai dengan kenytataan di lapangan. 

2. Pada indikator Perumusan Strategi, misi sebagai langkah untuk mencapai visi organisasi perlu dilakukan 

penyesuaian dengan sumber daya manusia yang dimiliki dan juga perkembangan teknologi yang ada. 

Serta agak mengenai seluruh proses perdagangan dan perindustrian yang dilaksanakan oleh Disperindag 

Kabupaten Tabanan.  

3. Pada indikator Implementasi Srategi, Disperindag Kabupaten Tabanan dan Pasak Kediri dalam 

menjalankan strategi yang telah dirancang, dapat mengambil langkah pengembangan strategi dengan 

menerapkan stategi tersebut secara berkala guna memaksimalkan pemahaman antara petugas dan wajib 

retribusi pasar. Selain itu dalam permasalahan sinyal pada saat pelaksanaan e-retribusi, pihak Disperindag 

dapat bekerjasama dahal hal penambahan sarana wifi di beberapa titik bersama dengan dinas terkait. Yang 

diperuntukkan guna pendukung dalam pelaksanaan pemungutan. Sebaiknya perhatian terhadap wajib 

retribusi lebih ditingkatkan, seperti keadaan atap dan juga jalan didalam pasar sehingga  wajib retribusi 

tidak merasa saying saat melakukan pembayaran yang dibebnkan. 

4. Pada indikator Evaluasi dan Pengendalian, dapat melaksanakan pengembangan SDM dalam penggunaan 

sistem yang telah disediakan. Sehingga fungsi dari adanya web portal dapat dimanfaatkan secara 

maksimal. Dan transparansi perubahan sistem pembayaran retribusi pasar secara digital dapat terpenuhi. 
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